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BAB |11
PENUTUP
A. Kesimpulan
Setelah dilakukan penelitian dan pembahasan, maka dapat dirumuskan
kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan dalam penulisan hukum ini :

1. Bahwa pelaksanaan penggabungan gugatan ganti-kerugian yang diatur
dalam (Pasal 98 sampa dengan 101 KUHAP) yang berlaku selama ini
dalam proses beracara pidana masih belum terlaksana dengan baik, hal ini
disebabkan karena korban kejahatan tindak pidana yang memiliki hak
untuk menggugat ganti kerugian tidak mengagukan tuntutan ganti
kerugian dalam penggabungan ini, karena penggantian ganti kerugiannya
cukup kecil dan.terbatas hanya pada penggantian kerugian materil yang
menyangkut biaya nyata-nyata yang telah dikeluarkan oleh pihak yang
dirugikan.

2. Kendala dalam pelaksanaan penggabungan perkara gugatan ganti
kerugian dalam proses beracara pidana adalah :

a. kurangnya pengetahuan korban tentang hukum, sehingga tidak
menggunakan haknya untuk mengajukan gugatan ganti kerugian
dalam proses acara pidana sebagai mana diatur dalam Pasal 98
KUHAP.

b. Masih banyaknya aparat penegak hukum yang tidak memberitahukan

kepada korban tentang haknya yang diberikan Pasal 98 KUHAP.
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c. Korban hanya dapat mengajukan gugatan ganti rugi yang bersifat
materil, yang dinilai tidak menguntungkan korban.
B. Saran
Berdasarkan kesmpulan diatas, maka dengan segala keterbatasan dan
kerendahan hati penulis memberikan saran sebagai berikut;

a Aga hak korban kejahatan untuk menuntut ganti kerugian (Pasal 98-101
KUHAP) dapat berjalan dengan maksimal dan sesua - dengan yang
diharapkan maka diharapkan penyidik dan penuntut umum aktif dan
berinisiatif dalam memberikan informasi kepada korban ke ahatan
tentang haknya untuk menuntut ganti kerugian kepada pelaku. Untuk
menggabungkan perkara gugatan dalam proses pidana, meskipun tidak
ada kewajiban _untuk melakukan hal_itu, pemberian informasi harus
dilakukan karena mengingat kenyataan bahwa sebagian besar masyarakat
Indonesia kurang bahkan tidak mengetahui hak-hak hukum ' yang
dimilikinya, selanjut jaksa penuntut umum seharusnya dapat berinisiatif
mengajukan penggabungkan perkara gugatan ganti kerugian dalam poses
acara pidana

b. Dalam KUHP tidak mengenal jenis tindak pidana ganti rugi, walaupun
dalam pasal 14c KUHP ada ganti rugi, akan tetapi pada dasarnya ganti
rugi ini merupakan pengganti untuk tidak menjalankan hukum pidana.
K eberadaan suatu peradilan pidana yang adil untuk penuntutan ganti rugi

perlu dibentuk dalam sistem dan pertanggung jawaban pidana yang
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diorentasikan pada korban, seperti dalam pidana soviet yang mengenal
hukuman yang mengharuskan kepada pelaku untuk mengganti kerugian
kepada pihak yang dirugikan atas perbuatannya yang dinamai perbaikan
kerusakan, pidana ganti rugi ini seharusnya dimasukkan atau diterapkan
dalam KUHAP baru, baik sebagal pidana pokok maupun menjadi pidana
tambahan.

Tuntutan ganti rugi materil maupun inmateril hendaknya diperbolehkan
dalam penggabungan perkara gugatan ganti kerugian sehingga korban
tidak dirugikan apabila pihak korban masih dirawat dirumah sakit, yang
kesembuhannya belum dapat dipastikan. agar penderitaan korban dapat
dikurangi, sehingga hakim dapat memanggil saksi ahli yang dapat
memperkirakan dana yang pasti masih dikeluarkan oleh korban.
Sebaiknya hak untuk mengajukan banding dapat diajukan oleh penggugat
atau korban kejahatan tindak pidana, karena tidak sesuai prinsip hukum
dalam permintaan banding. prinsip hukum seharusnya adalah setiap para
pihak dalam sengketa perdata dapat mengajukan permintaan banding atas
putusan pengadilan negeri.

Pemerintah sebaiknya mengatur pemberian ganti rugi untuk memenuhi
hak korban kegahatan™ agar adanya jaminan dalam pelaksanaan
pemenuhan penggantian kerugian yang diderita korban karena korban
memerlukan ganti rugi sedangkan sitersangka dalam keadaan bangkrut

dan tidak dapat memenuhi tuntutan ganti rugi pada korban. Seperti di
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Swis, jika terdakwa kurang mampu, maka pemerintah mengambil alih

pemberian ganti kerugi kepada korban keahatan, dimana

1_kepada korban keahatan,
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tanggal 17 Nopember 2009 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2009 untuk
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Demikian untuk dapat dipergunakan seperlunya.
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